
WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMOR 3F TAHUN 2017 

TENTANG 

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAREN 
Hi. NOHO RENUAT KOTA TUAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA TUAL, 
a. bahwa unmk menjadi acuan bagi Walikota dalam 

melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dan 
sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam 
mengelolah rumah sakit dan menyusun kebijakan yang 
bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana 
perlindungan hukum, menjarin efektifitas, efisien 
dan mutu layanan keschatan yang diberikan oleh 
rumah sakit; 

Merimbang 

Mengingat 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat [l] 
huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit yang menegaskan bahwa Rumah Sakit 
menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital 
B Laws), maka perlu menetapkan Peraturan Walkota 
tentang peraturan intcra! Rumah Sekit Umum Daerah 
Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota Tual; 

L. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I 
Maluku tLembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoncsia Nomor 1645]; 

2. Undang-Undang Noror 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Azasi Manusia [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktek Kedokteran ([Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 4431; 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahu 2007 ten tang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209]; 



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Keschatan [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063; 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republk Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 24, Tanbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657], dan Undang-Undang Nomor 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

755/Menkes/ 
Korite Medik 
Ta.mun 2011 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
PER/IV/2DI tentang Penyelenggaraan 
[Derita Negara Republik Indoncsia 
Norar 755]; 

1O. Peraturan Menteri Dalar Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578; 

IL.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/ 
SK/VI 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah 
Sakit {Hospital By Laws]; 
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12. Peraturan Daerah Kota Tua! Noor 02 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
Kota Tual [Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 
Nomor 88, Tarbahan Lembaran Daerah Kota Tl 

Nomor 7096); 

MEMUTUSKAN: 

INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAREN 

Hi NOHO RENUAT ROTA TUAL. 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERA TURAN 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 

L. Daerah adalah Kota Tual. 

2, Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 

3. Walikota adalah Walikota Tual 

4 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tual. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Maren 
Hi. Noho Renuat Kota Tual. 

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maren 
Hi. Noho Renuat Kota Tual. 

7. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dan tenaga ahli atau 
profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada 
Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan 
Rumah Sakit. 

8. Komite Medik adalah Komite Medik Rurah Sakit Umum Daerah Maren 
Hi. Noho Renuat Kota Tual 

9. Staf Medis Fungsional adalah seorang dokter umum, dokter spesialis, 
dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki ijin praktek di 
Rumah Sakit Umum Dacrah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual. 

10.Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bcrtugas 
melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan. 

11.Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur 
tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, 
direksi, staf medis. 

12.Standar Pelayanan Miniman! Rumah Sakit adalah penyelenggaraan 
pelayanan manajcmen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan 
penunjang, dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat 
jalan yang minimal harus diselenggarakan olch rumah sakit. 

13. Standar Operasional Prosedur adaiah suatu pcrangkat instruksi atau 
langkah-langkah berurutan yang dibakukan untuk menyatakan suatu 
proses kerja tertentu 

BAB I 
NAMA, VISI, MISI, FILO9OFI, TIJJUAN, 

MOTTO DAN BUDAYA KERJA 

Pasal 2 

Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Maren 
Hi. Noho Renuat Kota Tual. 

Pasal 3 

Visi rumah sakit adalah Terwujudnya Kotz Tual Sehat dan Mandiri 
Tahun 2019° 
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Pasal 4 

Misi rumah sakit adalah : 

a. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Bermutu Adil dan 
Terjangkau; 

b. Meningkatkan dan Memelihara Keschatan Indifidu dan Masyarakat 
dengan Menyediakan Fasilitas dan Pelayanan Tenaga Kesehatan yang 
Profesionalisme dan bermutu. 

Pasal 5 

Filosofi rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Dae rah merupakan Rumah 
Sa.kit Umum Daerah beroricntasi sosial dengan tetap memberikan 
pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada 
pasien/ pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai. 

Tujuan Rumah Sakit Urum Daerah yaitu; 

a. Tujuan Urum: 

Memberikan pelayanan keschatan paripurna yang berkualitas, 
dan memuaskan kepada pasien/ pelanggan scrta meningkatkan 
kesejahteraan seuruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Maren 
Hi. Noho Renuat Kota Tual 

b. 'Tujuan Khusus: 

I. Meningkatkan kualitas dan mempcrtahankan standar pelayanan 
rumah sakit. 

2. Mengembangkan pelayanan rumah sakit seiring perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

3. Penyelenggara egiatan manajemen rumah sakit secara professional, 
efisien dan efektif. 

4. Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan 
seluruh pegawai. 

Pasal 7 

Motto Rumah Sakit Umum Daerah adalah "NAMSER" sebagai wujud 
pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 8 

Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat dengan BERPIKIR CERDAS, 
yang dijabarkan scbagai berikut: 

a. Bersih Ling#ungank; 
b. Elok Pandanganku; 
c. Rapi Ruanganku; 
d. Pelayanan Profesional Orientasiku; 
e Iran Dasarku; 
f. Komprehensif Sifatku; 
g. Ikhlas Tindakanku; 
h. Responsif Tindakanku; 
i. Cepat Pelayanank; 
j. Efisien Biayaku; 
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k. Ramah Sikapku; 
L Disiplin Kerjaku; 
m. Akurat Dianogsaku; dan 
n. Sehat Tujuanku 

BAB II 
PEMILIK RUMAH SAKIT 

Pasal 9 

Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah adalah Pemerintah Daerah. 

Pasal 10 

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimilkinya, 
bertanggang jawab terhadap kelangsungan hidup serta kcmajuan dan 
perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan 
masyara.kat. 

Pasal 11 

Pemerintah Kota Tual berwenang : 
• Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit Urum Daerah 

Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual; 
2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi; dan 

3. Mengawasi dan mengevalasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Maren Hi. Noho Renuat Kota TuAl, 

BAB LIL 

DIREKSI/ PEJABAT PENOELOLA 

Bagan Kesatu 
Dire'ksi Rumah Sakit 

Pasal 12 

(1] Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah oleh Direksi. 

(2) Anggota Direksi Rumah Sakit Urum Daerah, terdiri da • 
a. Direktur 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Kepala Seksi Pelayanan. 
d. Kcpala Seksi Keperawatan. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi 

Pasal 13 

(l} Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pelayanan Medik dan 
Keperawatan, Kepala Seksi Penunjang Medik diangkat den 
diberhentikan oleh Walikota atas sul Direktur 

(3) Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Ta 

dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural 
Eseion Ill/B, dalarm melaksanakan tugas berada dibawah dan 
bertenggang jawab kepada Walikota. 
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(4 Sub Bagian Tata Usaha dipimpin olch seorang Kepala yang merupakan 
Pejabat Struktural Eselon IV/A, dalam melaksanakan tugas berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

(5) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang cpala yang merupakan Pcjabat 
Struktural Eselon IV/A, dalam meiaksanakan tugas berada di bawah 
dan bertanggungiawab kpada Direktur. 

(6) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kcpala yang merupakan 
Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tgas berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Dircktur. 

(7) Standar Kompetensi Direktur : 

a. Seorang tenaga medis Pegawai Negeri Sipil yang mempunya 
kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitan; 

b. Berpangkat minimal Penata Tingkat I {II/d]; 
c. Berpcngalaman menjabat Kepala Puskesmas Perawatan minimal 

1 Tahun atau berpengalaman menjabat Kepala Seksi Pelayanan 
minimal 3 tahun; dan 

d. Mengiuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan, Rencana Surategis 
Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Tahunan, Tata Kelola 
Rumah Sakit, Standar Pelay@nan Minimal, Sistem Akuntabilitas, 
Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya 
Manusia 

(8} Standar Kompetensi Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 

a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Sarjana (Ekonomi/ 
Sosial/ Hukum); 

b. Berpangkat minimal Penata (II/C; 
c. Berpengalaman di bidang Tata Usaha minimal 3 tabun; 
d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, 

Rencana Strategis, Rencana Implementasi, dan Rencana Tahunan, 
Sistem Rekuitmen Pegawai, Sistem Remunerasi, Sister Informsi, 
dan Rencana Bisnis Anggaran 

(9) Standar Kompetensi Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kcperawatan 

a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Dokter; 
b. Berpangkat minimal Penata I/c); 
c. Berpengalaman di bidang pelayanan medis dan penunjang minimal 

3tabun; dan 

d. Mengikuti pelatihan -pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, 
Rencana Strategis, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan 
Minimal, Sister Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit. 

(10) Standar Kompetensi Kepala Scksi Penunjang Medik 
a. Scorang Pegawai Negeni Sip~l berpendidikan minimal D/ III 

Kcperawatan; 
b. Berpangkat minimal Penata (II/c]; 
c. Berpengalaman di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan 

minimal 3 tahun; dan 
d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, 

Manajemen Keperawatan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana 
Strategis, Tata Kelola Rumah Sakit, Sister Remunerasi, 
Pengelolaan SDM Keperawatan, Sister Informasi 
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Bagian Ketiga 
Tugas dan Wewenang Dircksi 

Pasal 14 

Tugas dan wewenang Direksi antara lain ; 
1. Memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mcngkoordinasikan, 

membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas rumah sakit agar 
efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit. 

2. Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit. 
3. Mewakili Rumnah Sakit di dalam dan luar pengadilan. 
4,Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan 

pengembangan Rumah Sakit sebagaimana digariskan oleh Wahikota atas 
nama Pemerintah Daerah. 

5. Menetapkan kcbijakan operasional Rumah Sakit 

6. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan 
Rumah Sakit. 

7. Membuat uraian tugas jabatan serta tata bubungan kerja sesua 
struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit. 

8. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala. 

Bagian Kecmpat 
Prosedur Kerja 

Pasal 15 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dircktur wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah 
Sakit Umum Daerah maupun dengan organisasi dalam lingungan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan 
Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik dalam lingkungan 
Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksan@an tugas bawahan. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Buagian Tata Usaha, 
Kepala Seksi PelayananMedik dan Keperawatan, dan Kepala Seksi 
Penunjang Medik dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan 
scbagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untu 
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 

(4] Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan 
Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik menyampaikan 
laporan kepada Direktur. 

(5} Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan 
Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik dalam 
melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat 
Non Struktural terkait, dan Satuan Kera terkait dengan lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sragen. 

(6] Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Medik dan 
Kepcrawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik wajib mengadakan 
evaluasi kinerja dan relaksanakan tindak lanjut hasii evalusi. 
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Bagian Kelima 
Rapat Direksi 

Pasal 16 

(1] Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya I (satu) bulan 
sekali. 

(2) Dalam RRapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (l dibicarakan hal-hal 
yang berhubungan dengan rumah sakit sesuai dengan tugas, 
kewenangan dan kewajibannya. 

(3) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir. 

(4) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, 
bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara 
terbanyak. 

BAB IV 

KOMITE 

Pasal 17 

(l] Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebuthan 
Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, 
Komite Etik dan Hukum, dan Komite Keperawatan. 

(2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepade Direktur. 

(3) Komite dipimpin oleh scorang Ket~a yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Drektur. 

4 Pembentuken dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh 
Direktur. 

Bagian Kesaru 
Komite Medik 

Pasal 18 

(I] Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional 
medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik 
atau yang mewakili. 

(2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggang jewab kepada 
Direktur 

(3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur 
untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun. 

(4) Komite Medik dalam mclaksanakan tugasnya membentuk Sub Komite 
yang anggotanya terdiri dani Sta Medis Fungsional 

(5) Sub Komite masing-masing dalam melaksanakan tugasnya, 
bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik. 

Bagian Kedua 
Komite Etik dan Hukum 

Pasal 19 

(I) Komite Etik dan hukum merupakan wadah non struktural yang 
keanggotaanya dipilih dan diangkat oleh Direktur. 
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(2) Pembentukan Komite Etik dan hukum ditetapkan oleh Direktur. 
(3) Korite Etik Hukum dipimpin oleh scorang Ketua yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Direktur. 

(4] Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan 
pertimbangan kepada Direktur dalam ha] menyusun dan 
meruruskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahsakitan bagi 
insan - insan Rumah Sakit. 

BAB V 

STAF MEDIS FUNGSIONAL 

Pasal 20 

(1) Staf Medis Fungsional adalah tenaga kcschatan kategori Dokter 
baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, yang bergabung 
dengan rumah sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan. 

(2) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat [i) 
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pasien meliputi diagnos, 

pengobatan, pencegahan akibat penyait, peningkatan dan pemulihan 
kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan. 

BAB VI 

PENGAWASAN INTERNAL 

Bagian Kesatu 
Status Pengawasan Internal 

Pasal 21 

I l I 

(2) 

I l) 

(2) 

Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang 
bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit. 
Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Pengawasan 

Pasa! 22 

Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengawasan 
internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai 
pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Saki 

serta memberikan saran-saran perbaikannya. 
Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang prakt 
kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar 
sesuai dengan standar dan etika profesi. 

BAB VII 

PENETAPAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS 

Pasal 23 

I) Direktur berwenang menetapkan Peraturan Internal Staf Medis dan 
berbagai ketentuan serta peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan 
Peraturan Intermal Rumah Sakit. 
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[2) Setiap satuan kerja harus membuat standart prosedur operasional 
yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit. 

(3) Semua kebija.ken operasionel, prosedur tetap administrasi dan 
manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan eraturan 
Internal Rumah Sakit. 

Pasal 24 

Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut 

a. Peraturan Internal Rumah Sakit. 

b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit 

c. Keputusan instalasi, Kepala Seksi dalam hirarki strukturad, Kepala 
kelompok Non Struktural/Fungsional untuk hal-hal yang teknis 
operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan 
langsungnya. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan Direksi dan Pimpinan lainnya yang telah ada 
Peraturan Walikota ini disahkan, masih tetap berlaku 
tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum 
Peraturan Walikota ini 

Pasal 26 

pada saat 
scpanjang 
di dalam 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Tual 

Pt. SEKR 
/ 

I 

\ 

di Tual 

/ 
ATDOAN 
. 

KOTA TUAL, 

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 
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